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Article Abstract
Keywords: This research aims to examine the implementation of criminal law enforce-
Penegakan Hukum Pidana; M€t in resolving environmental cases in Palu City and to identify the obsta-
Penyelesaian Perkara; cles that affect its effectiveness. The main focus is on how criminal law func-
Perkara Lingkungan; Kota tions as an instrument in addressing environmental crimes and the various fac-
Palu; tors that hinder its enforcement in practice. The study employs empirical legal
research with a socio-juridical approach. Primary data were obtained through
interviews with law enforcement officers, judges, police, and the Environmen-
Artikel History tal Agency (DLH) of Central Sulawesi. Secondary data were collected from
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few cases have reached court despite evident environmental damages such as
pollution, illegal mining, and illegal logging. Major obstacles include limited
environmental supervisors, lack of police transparency, inadequate facilities
and budget, and low public participation. In conclusion, criminal law enforce-
ment in Palu is still ineffective; therefore, stronger inter-institutional coordi-
nation, additional resources, capacity building, and public legal awareness are
urgently needed.

Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi penegakan hukum pidana da-
lam penyelesaian perkara lingkungan di Kota Palu sekaligus mengungkap
hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Fokus analisis diarahkan
pada bagaimana hukum pidana dipergunakan sebagai instrumen dalam
menangani tindak pidana lingkungan serta faktor-faktor yang membatasi
penerapannya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dihimpun melalui
wawancara dengan aparat penegak hukum, hakim, pihak kepolisian, serta
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tengah. Sementara itu, data
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sekunder diperoleh dari kajian literatur, peraturan perundang-undangan,
dokumen hukum, dan berbagai referensi ilmiah lain. Analisis dilakukan secara
kualitatif dengan menitikberatkan pada realitas di lapangan. Hasil kajian
memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Kota Palu
belum berjalan optimal. Minimnya kasus yang diproses hingga pengadilan
menunjukkan lemahnya pelaksanaan, meskipun kerusakan lingkungan seperti
pencemaran, tambang ilegal, dan pembalakan liar terus terjadi. Hambatan
mendasar meliputi keterbatasan personel pengawas, kurangnya transparansi
kepolisian, minimnya sarana prasarana dan anggaran, serta rendahnya
partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum masih belum
efektif sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, penambahan sumber
daya, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee
(https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in
any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pemerintah menangani pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan perlindungan, baik
secara hukum maupun non-hukum. Secara hukum, upaya dilakukan dengan penegakan UU No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam
peraturan daerah. Secara non-hukum, dilakukan sosialisasi Perda, penyuluhan pentingnya
menjaga lingkungan, kerja sama dengan PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna, serta
himbauan untuk ikut serta menjaga lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat (Rofik &
Mokhtar, 2021)1

Hukum pidana dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan sanksi
administratif atau perdata. Hukum pidana itu sendiri dalam arti objektif (jus poenale) yaitu berisi
perintah dan larangan yang disertai sanksi, cara penegakan terhadap pelanggaran, serta ruang
lingkup berlakunya aturan tersebut. Sedangkan dalam arti subjektif (jus puniendi) yaitu
mencakup kewenangan negara untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penjatuhan, dan
pelaksanaan pidana (Hamdan Hi. Rampadio, 2018).2

Meskipun berbagai peraturan telah disusun dan teori-teori mengenai hukum, implementasi
dan penegakan hukum masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat
penegak hukum, pelibatan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan
masyarakat untuk mencapai perlindungan lingkungan yang optimal.

Penyelesaian masalah lingkungan juga perlu dilihat dari perspektif hukum internasional,
yang mengatur melalui perjanjian seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris.
Konferensi Stockholm tahun 1972 menjadi tonggak penting dengan menghasilkan Deklarasi
Stockholm, yang menetapkan prinsip-prinsip lingkungan seperti hak atas lingkungan sehat,
keadilan antar generasi, dan tanggung jawab negara (Suparto Wijoyo, n.d.).3

Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjadi kerangka hukum untuk pencegahan

' M. Rofik dan Ali Mokhtar, “Pencemaran dalam Lingkungan Hidup”, Prosiding Seminar Keinsinyuran 2021, e-
ISSN 2797-1775, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal II-103

2 Hamdan Hi. Rampadio, Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan, Palu: Fakultas
Hukum Universitas Tadulako, 2018, Hal. 2

3 Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan Internasional, Hal 31
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pencemaran, pengelolaan berkelanjutan, dan penegakan sanksi pidana. Perusakan lingkungan
hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup. Pasal 97-120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang
ketentuan pidana. Berdasarkan ketentuan ini, banyak kesimpulan yang dapat ditarik: Pertama,
undang-undang ini mendefinisikan perbuatan pidana sebagai pelanggaran. Selain itu, durasi
pidana penjara dan jumlah denda sangat berbeda, dengan hukuman maksimum berkisar antara 1
tahun hingga 15 tahun, dan denda berkisar antara Rp500.000.000,00 hingga
Rp15.000.000.000,00 (Marlinus, 2021) (Lestari et al., 2025)*

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap
tindak pidana lingkungan di kota palu? (2) Bagaimana Hambatan dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu?

Jenis penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dimaksudkan untuk
memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita
yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian
yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2007)°

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Dara
primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara lapangan, dengan sumber
dari Pengadilan Negeri kota Palu Kelas I A dan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Data
Sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui sumber tertulis/lisan seperti buku, jurnal,
peraturan perundangan, dokumen, dan media.

Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri kota Palu Kelas I A dan Dinas Lingkungan Hidup
Sulawesi Tengah untuk pengumpulan data skripsi. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan
cara (a) Observasi, mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan yang diselidiki
(Cholid Narbuko, 2005)® (b) Wawancara, mendapatkan informasi dengan cara bertanya
langsung kepada responden (Masri singarimbun, 2008)’ Jenis wawancara yang penulis
gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan
panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawawancara tidak
kehilangan arah (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005).% (¢) Pengumpulan data dengan
cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti
otentik.

Proses analisis data dilakukan dengan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang
digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku manusia, atau pengalaman melalui
pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam.

4 Titie Y. Lestari, Dewi Kemala Sari, dan Hasnawati, “Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law
Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala”, Journal of Judicial Review, Vol. 27 No.
1 (Juni 2025), DOI:10.37253/jjr.v27i1.9785.

5 Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. Hal. 14

% Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.192

7 Masri singarimbun, Sofian efendi, metode penelitian survai (Cet. XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

8 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kota Palu

Pencemaran dan kerusakan lingkungan membawa dampak serius bagi kesejahteraan
manusia. Hal ini kerap dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor, seperti pertambangan,
kehutanan, dan lainnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan juga
oleh seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjadi perhatian
utama dan dijalankan secara optimal, khususnya terhadap perusahaan yang terbukti melakukan
pencemaran serta perusakan lingkungan (Nina Herlina, n.d.).?

Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman
atau sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya
pencegahan agar kerusakan serupa tidak terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum
lingkungan memiliki peran ganda, yaitu bersifat represif sekaligus preventif (Nugraha et al.,
2021).10

Kota Palu merupakan pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah,
menghadapi macam-macam masalah lingkungan serius akibat aktivitas industri, pertambangan,
dan pembalakan liar yang menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Meskipun payung
hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), implementasi penegakan hukum pidana di lapangan
masih sangat lemah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Polda Sulawesi Tengah, terungkap bahwa hingga
saat ini tidak ada laporan atau aduan resmi mengenai tindak pidana lingkungan yang masuk,
meskipun bukti kerusakan, seperti aktivitas pertambangan emas di Poboya yang menelan korban
jiwa, terlihat nyata. Hal ini menciptakan impunitas bagi pelaku.

Berikut data yang penulis dapatkan di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah mengenai
Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan Dikota Palu dan Penyelesaian Perkara Lingkungan
Menggunakan sanksi Administrasi Di Kota Palu.

Tabel 1:Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan dan Penyelesaian Perkara Lingkungan
Menggunakan Sanksi Administrasi di Kota Palu Tahun 2023-2025

No Bentuk Kasus Bentuk Sanksi Jumlah Tahun
Sanski Administrasi
Perusahaan Tidak Melaporkan Bgrupa Teguran TerFulis 114 .Perusahaan Batuan,
1 Kewajiban RKL-RPL(Rencana Tidak  Menyampaikan Terminal Khusus
Pengelolaan Lingkungan) Laporan RKL-RPL (TERSUS) 54 dan TUKS 14
Pasal 49 ayat (3) PP 22 Tahun 2023
Tahun 2021
Sanksi Administrasi

Pencemaran dan Kerusakan
2. Lingkungan Lingkungan
Aduan Masyarakat

Penghentian Sementara
Kegiatan Perusahaan
Bantuan dan Melakukan

3 Kasus, Tahun 2024

9 Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah
Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2 (2015), hal. 5, DOI:10.25157/jigj.v3i2.93.

10 Arvin Asta Nugraha, 1 Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Peran Hukum
Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum to-Ra:
Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2021): 283-298,
DOI:10.55809/tora.v7i2.
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Perbaikan Mutu Air PP

Nomor 22 Tahun 2021

Pembekuan/Penutupan
Penolakan Masyarakat atas [zin Pemerintah terhadap
Usaha Pertambangan yang Perusahaan (Segi Sosial,

2 Kasus, Tahun 2025

mengakibatkan ~ Pencemaran Ekonomi dan
dan Kerusakan Lingnkungan Lingkungan Hidup) PP
22 Tahun 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, 2025

Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap
bahwa pihaknya lebih memprioritaskan sanksi administratif daripada jalur pidana. Alasan
utamanya Adalah Efektivitas. Sanksi administratif seperti pembekuan izin dinilai lebih
berdampak langsung dan "berat" bagi perusahaan karena menghentikan operasional mereka.
Prosedur Hukum, berdasarkan UUPPLH terbaru, suatu kasus harus melalui tahapan administratif
terlebih dahulu sebelum dapat naik ke ranah pidana. DLH kemudian melimpahkan kasus yang
dinilai berat kepada kepolisian.

Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Palu bersifat
kompleks dan menuntut pembuktian yang sangat tinggi. Prosesnya meliputi mediasi, pembuktian
unsur pencemaran/kerusakan, serta pemeriksaan alat bukti seperti saksi, surat, dan keterangan
ahli. Hakim hanya dapat menjatuhkan vonis jika unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah
dan meyakinkan.

Tabel 1: Jumlah Perkara Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Lingkungan Tahun 2021-2024
No Bentuk Kasus Putusan Jumlah dan Tahun
Tindak pidana dengan sengaja
mengangkut kayu hasil hutan
tanpa dokumen berupa surat Nomor
1. keterangan sah hasil hutan 190/Pid.Sus/2021/PN Jumlah 1, Tahun 2021
sebagaimana  dipersyaratkan Pal
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

) i ) Tidak ada Kasus pada
) Tahun 2022
Tindak pidana penggunaan Nomqr
3. K h ; 191/Pid.Sus/2023/PN Jumlah 1, Tahun 2023
awasan hutan secara tidak sah Pal
4 ) i Tidak ada Kasus pada
' Tahun 2024

Sumber: Pengadilan Negeri Palu Kelas 14, 2025

Data dari Pengadilan Negeri Palu menunjukkan bahwa jumlah putusan pidana untuk kasus
lingkungan hidup antara tahun 2021 hingga 2024 sangat sedikit. Data ini memperkuat
kesenjangan antara banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi dengan sedikitnya penegakan
hukum pidana yang dilakukan oleh pihak berwenang.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan
di Kota Palu

Penegakan hukum lingkungan yang mencakup berbagai aspek yang cukup rumit bertujuan
untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap orang secara luas,

66
JIH Aktualita ® Vol. 2, Issue 2, Agustus (2025)



tanpa mengganggu lingkungan itu sendiri. Untuk mengatasi perilaku para pihak yang tidak
bertanggung jawab, telah dibuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang
serta berbagai peraturan pelaksanaannya (Shira Tani, n.d.)!!
Secara umum, Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di
Indonesia, antara lain minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan lingkungan,
kesulitan dalam proses pembuktian, keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, serta lemahnya
budaya hukum yang berkembang (Sulistyono, n.d.).12
Dalam penegakan hukum pidana lingkungan tentunya ada berbagai macam hambatan yang
di lalui dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan Hasil wawancara penulis dari bapak Saiful
Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu terkati hambatan mengenai penegakan hukum pidana
terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu, ia mengatakan bahwa tidak ada hambatan tetapi
semua berdasarkan bukti yang ada jika dalam persidangan terdakwa tidak mengakui, tetapi
semua bukti benar kepada dia tentunya hakim menolak hal itu karena hakim juga melihat fakta-
fakta yang ada, kemudian mengenai penegakan hukum pidana lingkungan, pemerintah harus
aktif terhadap emergency putusan yang dimana jelas-jelas itu merusak lingkungan seharusnya
pemerintah tidak bisa memberikan izin secara gampang, atau apakah ada kesepakatan dengan
pemerintah misalnya dalam peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) atau ada
kesepakatan lain yang telah di sepakati, tetapi dalam hal ini, dampak kerusakan lingkungan itu
jelas nyata dan perusahaan itui ada izinnya atu ilegal seharusnya pemerintah lebih berperan untuk
memikirkan hal tersebut, dan masyarakat disini tidak melakukan laporan dan tidak mengajukan
gugatan terkait lingkungan hidup.'?
Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Kepada Bapak Zaenal Dari Dinas Lingkungan Hidup
Sulawesi Tengah mengatakan Hambatan dalam penegakan hukum dan Hukum Administrasi
terhadap penyelesaian perkara lingkungan di kota palu
1. Kurangya personel pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Tengah
masih sedikit personil sesuai kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan
Hidup Sulawesi Tengah

2. Terbatasnya anggaran setiap tahunnya untuk porsi pengawasan lingkungan di Dinas
Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dengan Jumlah Perizinan yang diterbitkan oleh
pemerintah berusaha (DPMTSP) Provinsi Kurang lebih 230 Perusahaan Batuan, 78 Tersus
dan 14 Tuks yang diawasi

3. Kurang memadai fasilitas sarana prasarana operasional pengawas hanya berjumlah 1 unit di
Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi tengah yang bukan untuk peruntukan pada lokasi
pertambangan

4. Penanggung jawab lapangan di pertambangan belum sepenuhnya di isi oleh tenaga-tenaga
yang bukan skil teknik tambang dan emviro pengelola lingkungan sehingga banyaknya
kurang paham akan pengelolaan lingkungan di lokasi tambang.

' Shira Thani, “Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Warta
Dharmawangsa, E-ISSN: 2716-3083, P-ISSN: 1829-7463, No. 51 (Januari 2017).

12 Qulistyono, “Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup”, Swara Patra: Majalah llmiah PPSDM
Migas, Vol. 6, No. 4 (2016).

13 Wawancara dengan bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu di ruang tamu pengadilan negeri palu
pada tanggal 1 juli 2025
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Sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya
karena peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup belum diterapkan secara
menyeluruh. Selain itu, kinerja dinas/instansi terkait maupun aparat penegak hukum belum
menunjukkan profesionalisme dan optimalisasi yang memadai. Seperti yang dikemukakan oleh
Lunsted, “hukum baru memiliki arti apabila ditegakkan”. Dengan demikian, sebaik apa pun
peraturan yang dibuat, tanpa adanya jaminan pelaksanaan hukum yang efektif, maka sistem
penegakan hukum akan menjadi tidak berarti (Budi & Umar, 2011). '

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai Hambatan dalam penegakan hukum pidana
terhadap tindak pidana lingkungan yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga
pemerintah yang terlibat. Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian dan instansi lainnya sering kali
bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik, kurangya personel pejabat pengawas
lingkungan hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Tengah masih sedikit personil sesuai kewenangan
Gubernur Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Penanggung jawab
lapangan di pertambangan belum sepenuhnya di isi oleh tenaga-tenaga yang bukan skil teknik
tambang dan emviro pengelola lingkungan sehingga banyaknya kurang paham akan pengelolaan
lingkungan di lokasi tambang dan Keterbatasan laporan dan partisipasi masyarakat cenderung
tidak melaporkan atau mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan.

Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaporan dan
proses hukum, serta kemungkinan adanya faktor lain yang membuat mereka enggan terlibat. Hal
ini menyebabkan banyak kasus Kerusakan lingkungan tidak ditindaklanjuti atau bahkan hilang
dari perhatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk antara lembaga-
lembaga ini menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas tindakan pidana
yang diambil. Peran Pemerintah dalam Perizinan, Hakim Pengadilan Negeri Palu menyoroti
bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mengawasi dan tidak mudah memberikan izin
kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, terutama jika dampak kerusakan sudah
jelas nyata. Adanya izin atau legalitas yang dipertanyakan untuk aktivitas yang merusak
lingkungan menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Kota Palu Masih Lemah dan Belum Optimal,
karnahanya 2 kasus yang sampai ke pengadilan, padahal jika kita melihat permasalahan
lingkungan di Sulawesi tengah kususnya kota palu sangat nyata terjadi, namun pihak kepolisian
(Polda Sulteng) menyatakan belum menerima laporan atau aduan mengenai perkara tindak
pidana lingkungan.

Hambatan utama dalam penegakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan
di kota palu yaitu: Pihak kepolisian Tidak terbuka terkait permasalahan lingkungan, keterbatasan
personel pengawasan lingkungan di DLH, anggaran, dan sarana prasarana di DLH, rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta kurangnya tenanga teknis kompeten di lapangan.

14 Santoso Budi Nurs-Al Umar, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, Wacana Hukum 10, no. 2 (2012).
Hal 37.
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SARAN

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan, penguatan mekanisme koordinasi dan
transparansi dalam penanganan perkara juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan dan impunitas bagi pelanggar.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana
terhadap tindak pidana lingkungan di Kota Palu, disarankan agar pemerintah meningkatkan peran
aktifnya dalam pengawasan dan pengaturan pemberian izin, memperkuat kapasitas Dinas
Lingkungan Hidup melalui penambahan personel pengawas, peningkatan anggaran, penyediaan
fasilitas operasional yang memadai dan peningkatan kapasitas tenaga teknis di lapangan serta
melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan dan proses hukum agar
partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi lebih akt
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